
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal39 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas
perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang

dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah,
terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel
diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai
pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

b. bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 001. b Tahun 2016
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan,
Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 001. b Tahun 2016, perlu diganti karena tidak
sesuai kondisi disaat ini;
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1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5038);

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintab
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir;
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nornor215, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5357);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lernbaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6178);

12. Peraturan Pernerintab Nornor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6617);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6618);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6622);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6628);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6633);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6635);

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor221);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
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Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga
Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor477);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Sanitarian (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor648);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekaman Medis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1128);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknilogi

Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor867);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Penata
Anastesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor719);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

tentang lzin dan PenyelenggaraanPraktik Trapis Gigidan
Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor889);

27. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 138Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor1956);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Surat Penelitian (Berita Negara

RepuhlikIndonesiaTahun 2018 Nomor122);
29. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara

RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor1235);
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30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Keperawatan (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor912);

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
NegaraRepublik IndonesiaTahun 2019 Nomor30);

32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor283);

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor266);

34. Peraturan MenteriKetenagakerjaanNomor6 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha danZatau Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor269);

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor316);

36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor262);
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37. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor282);

39. Peraturan Badan KoordinasiPenanaman ModalNomor3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor271);

40. Peraturan Badan KoordinasiPenanaman ModalNomor4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor272);

41. Peraturan Badan KoordinasiPenanaman ModalNomor5

Tahun 2021 tentang Pedomandan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara

RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor273);
42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Nomor6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal I
DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir;

2. Bupati adalah Bupati Penukal AbabLematangIlir
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan

Kabupaten Penukal AbabLematangIlir;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Penukal AbabLematangIlir;

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presidenyang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah
nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan,
dan menyejahterakan masyarakat;

6. Oelegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang Iebih tinggi kepada
Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih
rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi

7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
adalah kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko di
Kabupaten yang proses pengelolaannya secara elektronik
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya
dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu
pintu;

WEWENANG PENYELENGGARAANPELAYANANPERlZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATENPENUKAL

ABAB LEMATANGILIR.

PENDELEGASIANTENTANGBUPATIPERATURAN

MEMUTUSKAN:
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8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan

Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen

dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu
tempat;

9. PenyelenggaraanDinas Penanaman Modaldan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
Penyelenggara DPMFrSP adalah Pejabat Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk rnernulai dan menjalankan
usaha dan/ atau kegiatannya;

11.PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat

FrSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
terpadu satu pintu;

12.Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat FrSP adalah unit yang melekat pada perangkat
daerah yang menyelenggarakanUrusan Pemerintahan di
bidang penanaman modal;

13.Risikoadalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi
kemungkinandan akibat bahaya;

14.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risikokegiatan usaha;

15.SistemPerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSS adalah sistern Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, Bupati, bupati kepada pelaku usaha
rnelaluisistem elektronikyang terintegrasi;

16.Nonperizinan adalah pernberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan

- 9 -

: -



I ~.

Pasal3
Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan
berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinanyang
cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau,
professionalserta berintegritas.

Pasal2
Peraturan Bupati ini bertujuan :
a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga

kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinanyang dapat dipertanggungjawabkan;

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak da kewajiban
penyelenggaraanPerizinanBerusaha Berbasis Risikodan
Nonperizinan termasuk penandatangan baik secara
elektonikterintegrasi maupun manual; dan

c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPfSP
dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risikodan Nonperizinanyangmenjadi kewenangannya.

informasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan
aktivitasj kegiatan ekonomi Indonesia yang
menghasilkan produkj output baik berupa barang
maupun jasa, berdasarkan lapangan usahaj Bidang
Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat
koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan
statistik;

18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPfSP adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan PfSP
Kabupaten.
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BABII
PENDELEGASIANWEWENANGPENYELENGGARAAN

PERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKO
DANNONPERIZINAN

Pasal4
(1) Dalam rnenyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan
pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Bupati.

(2) Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan
kepada KepalaDPMPTSPyang meliputi :
a. Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
b. Perizinan berusaha Non-KBLI;
c. PerizinanNonBerusaha Non-KBLI;dan
d. Nonperizinan.

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko her KBLIsebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf a, melalui sistern OSSyang
dikelola oleh Pernerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagairnana dimaksud
pada ayat (2)huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban
perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

(5)Perizinan Nonberusaha NonKBLIsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan

berusaha berbasis risiko.
(6) Nonperizinan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)huruf

d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pernerintah
Pusat dan/ atau Pernerintah Kabupaten sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal5
Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinei sesuai
dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor OOl.b Tahun 2016 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan
Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016 NomorOOl.b)sebagaimana telah

BABIII
KEWAJIBAN

Pasal 7
Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSPberkewajiban
untuk:

a. menjamm kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risikodan Nonperizinankepada masyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang baik
yang pada saat dan pasca diterbitkan;

c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing­
rnasmg Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan
secara berkala danJatau secara insidentil kepada
Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah
yang terkait.

Pasal6
Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 DPMPTSPberkoordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait.
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{KARTlKAYANTI

BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR
TAHUN2022 NOMOR/8

SEKRETARISDAERAH
~BUPATEN PENUKALABAB LEMATANGJLJR,(

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 16 ~IVUAj:41 2022

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal zs ,:)AM..IAIL' 2022

'( BUPATIPENUKALABABLEMATANGJLIR,Q.

~

~~ HERIAMALINDO

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Peraturan Bupati
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pasal9

mi mulai berlaku pada tanggal

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan

Penandatangan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan

Retribusi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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